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PENGESAHAN ATAS REVISI PEMBERLAKUAN KODE ETIK PERILAKU (CODE OF
CONDUCT) PT REKAYASA ENGINEERING SEBAGAI WUJUD PENERAPAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Manajemen PT Rekayasa Engineering dengan ini menyatakan komitmennya pada penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan yang
mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-09/MBU/2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-
01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya, serta Keputusan
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Untuk itu Perusahaan akan senantiasa:

1. Meyakini bahwa usaha yang berlandaskan pada Tata Nilai Perusahaan “SPrINT" yang
terdiri dari:
e Solidity
e Professionalism
e Integrity
o Trust
akan memberikan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi Perusahaan,
Karyawan, dan segenap Stakeholdemya. Oleh karena itu, Tata Nilai Perusahaan di atas
perlu menjadi salah satu acuan di dalam Code of Conduct.

2. Menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh pada semua tingkat Pemimpin dan/
atau Karyawan, serta pada seluruh bidang di mana PT Rekayasa Engineering berbisnis
dan berhubungan dengan para Stakeholdemya.

3. Memelihara dan meningkatkan kesadaran (awareness) Karyawan melalui proses
pembelajaran yang terkelola untuk menjaga kesesuaian nilai-nilai yang terkandung di
dalam penjabaran prinsip-prinsip GCG, dengan selalu menyesuaikannya terhadap
perkembangan Perusahaan.

4. Mengembangkan mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penanganan masalah
melalui tata cara yang mengutamakan keadilan.

Sebagai wujud awal dari komitmen Perusahaan, Direksi mengesahkan dan memberlakukan
Code of Conduct bagi seluruh Pemimpin dan/ atau Karyawan PT Rekayasa Engineering.
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KODE ETIK PERILAKU PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE CONDUCT)

Tentang Code of Conduct

Kode etik perilaku (Code of Conduct) Perusahaan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari
dokumen kebijakan No. PTRE-PL-011 tentang Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance) yang diterbitkan oleh Manajemen Perusahan. Penjabaran ini dibuat dengan
maksud untuk meningkatkan motivasi, memandu sikap dan tindakan, serta membentuk
perilaku yang menjadi ciri khas Perusahaan dalam menjalankan usahanya berdasarkan
prinsip-prinsip Tata Nilai Perusahaan, yang merupakan keunggulan Perusahaan yang
kompetitif.

Cara berperilaku Karyawan Perusahaan diharapkan senantiasa sesuai dengan Tata Nilai
Perusahaan, yang terdiri dari:

Solidity,
Professionalism;
Integrity,

Trust.

= [N =

Tata Nilai Perusahaan di atas wajib dipedomani oleh setiap Karyawan. Untuk lebih
memudahkan pengendalian perilaku yang tidak sesuai dengan Tata Nilai Perusahaan, daftar
Dos dan Don’t Tata Nilai Perusahaan digunakan di dalam Code of Conduct ini untuk
memetakan tingkat pelanggaran dan sanksinya. Internalisasi Tata Nilai Perusahaan dalam
bentuk Code of Conduct ini diharapkan akan mempercepat pembentukan perilaku yang sesuai
dengan Tata Nilai Perusahaan sehingga Karyawan akan selalu mengutamakan tegaknya tata
nilai dalam setiap keputusan yang diambil.

Definisi

Pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Code of Conduct Perusahaan ini meliputi:

1. Perusahaan adalah PT Rekayasa Engineering.

2. Code of Conduct/ Kode Etik Perilaku adalah peraturan umum yang menjelaskan perilaku
umum maupun perilaku khusus yang harus diikuti/ dipatuhi oleh Karyawan dalam
membentuk perilaku etis sebagai budaya Perusahaan.

3. Keluarga adalah istri/ suami sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau
disahkan menurut hukum yang menjadi tanggungan Karyawan dan terdaftar pada

Perusahaan.

4. Kerabat adalah ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, adik, kakak, sepupu, ipar, menantu,
mertua dari Karyawan.

5. Manajemen adalah kumpulan para Pemimpin Perusahaan yang tercantum dalam struktur
organisasi Perusahaan termasuk Direksi selain Komisaris.

Halaman 4 dari 34



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemimpin adalah Karyawan Perusahaan yang ditugaskan menjadi pejabat struktural/
pejabat proyek yang mempunyai wewenang mewakili Perusahaan baik di dalam
Perusahaan mapun di luar Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan
Direksi.

Karyawan adalah perorangan yang terikat hubungan ketenagakerjaan dengan PT
Rekayasa Engineering baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga.

Atasan adalah pejabat struktural PT Rekayasa Engineering yang menduduki jabatan dalam
struktur organisasi yang lebih tinggi atau Karyawan yang membawahi lebih dari satu orang
Karyawan dan diberikan hak dan wewenang sebagai atasan.

Bawahan adalah Karyawan PT Rekayasa Engineering yang menduduki jabatan dalam
struktur organisasi yang lebih rendah secara struktural atau non struktural.

Tim Komite Etik Perusahaan adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang Karyawan
yang diangkat melalui Surat Keputusan Direksi dengan tugas utama memberikan
penjelasan, memantau pelaksanaan, serta menetapkan adanya pelanggaran dan disiplin
berikut rekomendasi pemberian sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana terdapat konflik antara kepentingan
kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya
(baik dengan sengaja maupun tdak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau
golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyekif
dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Tempat kerja adalah area perkantoran/ project site yang menjadi tempat aktivitas bekerja.

Sanksi adalah ancaman/peringatan sebagai cara memaksa untuk mentaati ketentuan
dalam Code of Conduct dan/atau aturan perusahaan lainnya yang berlaku.

Pelanggaran adalah perbuatan dan/ atau perilaku, yang tidak sesuai atau bertentangan
dengan isi, prinsip, maksud dan tujuan peraturan Perusahaan dan Code of Conduct / Kode
Etik Perilaku ini.

Peringatan Lisan merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat lisan yang diberikan terhadap
Karyawan yang melakukan pelanggaran Code of Conduct ini khususnya yang menyangkut
tata tertib dan disiplin kerja Karyawan.

Peringatan Tertulis adalah salah satu jenis sanksi yang bersifat tertulis atas suatu
pelanggaran Code of conduct ini dan/ atau pelanggaran terhadap aturan Perusahaan
lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada pelanggaran hukum dan perundang-
undangan yang berlaku.

Surat Peringatan Pertama (SP1) adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh
Perusahaan terhadap tindak pelanggaran berat yang dilakukan karena kelalaian atau
kecerobohan dan baru pertama kali dilakukan atau terhadap pelanggaran ringan yang
dilakukan berulang kali.

Surat Peringatan Kedua (SP2) adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh Perusahaan

terhadap tindak pelanggaran berat yang sebelumnya telah diberikan teguran tertulis lebih
dari satu kali atau pernah mendapat SP1.
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Surat Peringatan Ketiga (SP3) adalah peringatan tertulis yang diberikan oleh Perusahaan
terhadap tindak pelanggaran berat yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja,
yang sebelumnya telah diberikan teguran tertulis atau pernah mendapat SP2.

. Hukuman adalah ketetapan atau keputusan atau kebijakan yang diberlakukan kepada

Karyawan berupa tuntutan hukum di pengadilan, pemutusan hubungan kerja, denda, dan
semua bentuk penurunan manfaat dan/ atau insentif lainnya, yang diberikan oleh
Perusahaan terhadap Karyawan yang mendapat peringatan.

. Proses penetapan sanksi dan hukuman adalah suatu proses yang meliputi penyelidikan,

pembuktian, pembelaan, dan penetapan keputusan atas pelanggaran terhadap Code of
Conduct ini dan aturan Perusahaan lainnya.

. Catatan Kepatuhan Karyawan merupakan catatan tentang riwayat pekerjaan, kepatuhan,

peringatan dan pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Karyawan.

1.

Tanggung Jawab atas Pelaksanaan Code of Conduct

Manajemen bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Code of Conduct
Perusahaan ini baik di kantor pusat maupun di tempat-tempat lainnya yang menjadi
kegiatan operasi perusahaan. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut,
Manajemen wajib mengembangkan metode, program, reward untuk meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan terhadap Code of Conduct ini.

Pengembangan, perubahan, perbaikan dan pengadministrasian dokumen Code of Conduct
ini merupakan tanggung jawab Tim Komite Etik Perusahaan PT Rekayasa Engineering.

Penyelidikan dan penelitian kepatuhan Karyawan atas Code of Conduct ini, merupakan
tanggung jawab Tim Komite Etik Perusahaan sesuai kebijakan No. PTRE-PL-013 tentang
Sistem Pelaporan Pelanggaran yang diterbitkan oleh Manajemen Perusahaan.

il

Kewajiban dan Larangan Umum

Kepatuhan pada Hukuman dan Peraturan Perundang-undangan

a. Perusahaan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

b. Apabila Perusahaan melakukan aktivitas di luar Negara indonesia, maka Perusahaan
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Apabila
terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, maka hal tersebut harus diselesaikan berdasarkan prosedur yang lazim
berlaku secara internasional.

c. Setiap Karyawan wajib mentaati dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta peraturan yang dikeluarkan oleh Perusahaan termasuk
Kode Etik Perilaku Perusahaan ini.

d. Setiap tindakan Karyawan yang bertentangan dengan prinsip kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Perusahaan tersebut
merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Perilaku ini.

Halaman 6 dari 34



2. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Karyawan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, rencana, atau hal-hal
lain sejenisnya baik secara formal maupun tidak formal dengan pihak lain yang
menyebabkan terjadinya praktek yang termasuk dalam praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dedikasi dan Loyalitas dalam Melaksanakan Pekerjaan

a.

a.

Karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan wajib bertindak secara hati-hati,
efektif, dan efisien serta mengkaji secara mendalam dan berkoordinasi dengan Atasan
terkait untuk setiap keputusan yang dibuat (due diligent and due care principles).

Karyawan dilarang mengambil keputusan di luar kewenangannya dan/ atau
menandatangani dokumen yang bukan kewenangannya tanpa sepengetahuan atau izin
dari yang berwenang.

Karyawan dilarang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan/ keuntungan
pribadi maupun pihak lain.

Karyawan dilarang membuat kesepakatan yang di luar kewenangannya dan/ atau
tanpa persetujuan Perusahaan bersama pihak lain dengan mengatasnamakan
Perusahaan.

Benturan Kepentingan (Confiict of Interest)

Karyawan, keluarga dan/ atau kerabatnya harus menghindari tindakan yang
menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

Apabila terjadi benturan kepentingan, maka hal tersebut harus diungkapkan dan
dilaporkan, selanjutnya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keterlibatan
dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan
tersebut.

Karyawan, keluarga dan/ atau kerabatnya tidak diperbolehkan secara langsung atau
tidak langsung menjual barang dan/atau jasa kepada Perusahaan, melainkan harus
melalui prosedur pelelangan.

Karyawan tidak diperbolehkan memberikan atau menjual barang dan/ atau jasa dari
Perusahaan secara langsung kepada keluarga dan/ atau kerabatnya.

Karyawan harus mencurahkan kemampuan kerjanya semata-mata untuk Perusahaan
dan dilarang menjadi Karyawan perusahaan lain tanpa persetujuan dari Perusahaan.

Karyawan yang akan menduduki jabatan di pemerintahan atau di partai politik dan/ atau
jabatan/ pekerjaan lainnya di luar Perusahaan harus mendapatkan izin tertulis dari
Perusahaan dan setelah diangkat dalam jabatan tersebut dianggap mengundurkan diri
dari Perusahaan atas kemauan sendiri.

Dengan mengecualikan ketentuan ayat 4 butir f. di atas, Perusahaan mengizinkan
Karyawan untuk melakukan pekerjaan rangkap di luar Perusahaan untuk jabatan/
Pekerjaan:

i. Sosial kemasyarakatan,
ii. Pengajar/ Dosen / Guru, atau
ii. Pekerjaan yang ditugaskan oleh Perusahaan;

dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pekerjaan di luar Perusahaan tersebut di atas
tidak menggangu tugas pekerjaan Karyawan yang bersangkutan di Perusahaan dan
dengan seizin atasan Karyawan.

5. Menghindari Perlakuan Istimewa
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10.

Karyawan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan fasilitas/ perlakuan
istimewa kepada keluarga, kerabat, teman, kelompoknya dan/ atau pihak lain manapun
yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan yang berlaku.

Suap dan Pembayaran ilegal

a.

Karyawan dilarang menerima dan/ atau memberikan suap, balas jasa, dan pembayaran
atau pemberian fasilitas tertentu yang melawan hukum dari/ kepada pemasok/
subkontraktor, pelanggan atau pegawai/ pejabat pemerintah dalam setiap transaksi
dan/ atau urusan Perusahaan.

Pembayaran yang dilarang tersebut tidak meliputi biaya penjamuan yang wajar dan
yang dikeluarkan serta dicatat atas beban Perusahaan berdasarkan prosedur standar
pengeluaran dan pencatatan biaya Perusahaan.

Aset dan Pendapatan Perusahaan

a.

Karyawan harus bertanggung jawab untuk menjaga aset Perusahaan dan
memaksimalkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

Karyawan harus dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk kepentingan
operasional Perusahaan.

Karyawan tidak boleh menggunakan dana/ barang/ peralatan yang merupakan fasilitas/
aset Perusahaan tanpa izin untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau kerabatnya.

Kerahasiaan Informasi

a.

Karyawan wajib menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia meliputi data
keuangan, personel, teknis, akuisisi, merger, penjualan, kontrak, kebijakan, prosedur
dan instruksi kerja serta data lainnya.

Setiap Karyawan wajib menyimpan dan menjaga rahasia Perusahaan sesuai dengan
kebijakan Perusahaan.

Hal-hal tersebut di atas berlaku baik selama yang bersangkutan menjabat maupun
tidak menjabat sebagai Karyawan Perusahaan.

Informasi Perusahaan ataupun fakta-fakta yang bersifat rahasia hanya dapat
diinformasikan kepada pihak ketiga dengan seizin Direksi.

Pemeliharaan catatan dan data Perusahaan

a.

Karyawan wajib memelihara data Perusahaan dan berlaku jujur dalam memberikan
laporan.

Karyawan wajib menyediakan data yang benar untuk kepentingan Auditor, kantor
pemerintah, Pemegang Saham atau pihak yang mempunyai kewenangan.

Karyawan dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikan Perusahaan.

Korupsi dan Kecurangan

Perusahaan tidak memberikan toleransi atas segala bentuk prakiek korupsi dan
kecurangan yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, aktivitas-aktivitas sebagai berkut:

a.
b.

C.

Pemalsuan atau perubahan atas bukti-bukti transaksi,
Penyalahgunaan aset Perusahaan dan/ atau aset stakeholders,
Pencurian/ penggelapan aset Perusahaan dan/atau aset stakeholders,
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Penggunaan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi,
Pemalsuan atas catatan pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan,
Pemalsuan atas bukti penggunaan uang Perusahaan atau fasilitas Perusahaan,

@ = o o

Melakukan kegiatan pembelian atau penjualan dengan meningkatkan kewajiban
Perusahaan lebih dari kewajiban yang sesungguhnya (mark up), baik untuk
kepentingan pimpinan/ Karyawan yang bersangkutan maupun pihak lain.

11. Aktivitas Politik

a. Perusahaan menghargai hak setiap Karyawan untuk menggunakan hak-hak politiknya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dalam melaksanakan hak-hak tersebut wajib diperhatikan bahwa:

i. Karyawan dilarang memberikan segala sesuatu atas nama Perusahaan kepada
partai politik mana pun yang dapat dikategorikan sebagai money politics,;

ii. Karyawan dilarang melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun di dalam
Perusahaan dan menggunakan fasilitas/ aset Perusahaan untuk melakukan
aktivitas politik tersebut;

iii. Karyawan baik atas nama pribadi maupun mengatas namakan Perusahaan
dilarang membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan, baik secara langsung
maupun tidak langsung yang menunjukkan secara eksplisit maupun implisit bahwa
Perusahaan mempunyai keterkaitan dalam bentuk apapun dengan partai politik
tertentu.

12. Diskriminasi

a. Perusahaan melarang setiap praktek diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, gender
(SARAG) kepada seluruh Karyawan dan Stakeholders lainnya.

b. Karyawan dilarang melakukan bullying secara terus menerus (intens) yang bersifat
mental dan fisik sehingga menyebabkan gangguan secara mental dan menimbulkan
ketidaknyamanan bagi Karyawan yang terkena bullying.

Standar Perilaku serta Kewajiban dan Larangan Khusus

1. Standar sikap, tindakan dan tingkah laku

a. Sikap, tindakan dan tingkah laku Karyawan dalam hubungan kerja dan pergaulan
masyarakat di dalam maupun di luar kedinasan wajib dilandasi oleh Tata Nilai
Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Code of Conduct ini dan kebijakan Tata
Kelola Perusahaan (Corporate Governance).

b. Karyawan wajib menyesuaikan sikap, tindakan dan tingkah lakunya dengan Tata Nilai
Perusahaan yang telah ditetapkan.

c. Dalam mempresentasikan setiap sikap, tindakan dan tingkah laku, Karyawan harus
selalu menjunjung tinggi sikap jujur dan dapat dipercaya oleh semua pihak, selalu
dapat meyakinkan semua pihak atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya,
serta tidak mengalihkan kesalahan hasil kerja yang menjadi tanggung jawabnya
kepada atasan atau rekan kerja maupun stakeholder lainnya.

d. Selama jam kerja Karyawan wajib menjalankan tugas kedinasannya dengan selalu
memperhatikan produktivitas kerja, antara lain dengan:
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i. Merencanakan jadwal kerja dan target pekerjaan yang tepat serta mengupayakan
agar target tersebut tercapai dengan tidak menunda-nunda pekerjaan;

ii. Meningkatkan kualitas kerja dengan tetap memperhatikan anggaran yang telah
ditetapkan;

iii. Bertindak dan bertanggung jawab secara proposional dalam pekerjaan;

iv. Teliti dalam memberikan Informasi dan/ atau dokumen pendukung;

v. Tidak membiarkan terjadinya kesalahan pekerjaan yang menyebabkan
terganggunya proses pekerjaan lainnya;

vi. Sigap dalam menindaklanjuti kebutuhan dan keluhan pelanggan internal maupun
eksternal yang disampaikan kepadanya;

vii. Mudah dihubungi ketika dibutuhkan;

viii. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang telah ditetapkan dalam tim;

ix. Melaksanakan kesepakatan atau keputusan yang tertulis dalam notulen rapat dan
telah ditetapkan bersama,

x. Selalu menggunakan software yang legal.

Setiap Karyawan wajib memelihara alat-alat kerja dan berhemat dalam penggunaan
sumber daya.

Setiap Karyawan wajib mengikuti program-program pengembangan personel yang
telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Setiap Karyawan wajib mematuhi kebijakan, prosedur dan instruksi kerja Perusahaan.

Setiap Karyawan wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan
kerja.

Karyawan dilarang menghasut orang lain dengan maksud melawan kebijakan yang
sudah berlaku dan/ atau merusak nama baik Perusahaan, termasuk terhadap atasan
maupun sesama Karyawan.

Karyawan dilarang bersikap apatis dengan membiarkan berbagai pihak yang menjadi
kewenangannya melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.

Karyawan dilarang melakukan sabotase/ merusak/ menghilangkan hasil pekerjaan
atasan atau staf atau rekan kerja maupun stakeholder lainnya.

Karyawan dilarang melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual dan perilaku
amoral lainnya di lingkungan Perusahaan.

Larangan Khusus

Karyawan dilarang:

a.

Datang terlambat di tempat kerja berturut-turut maupun tidak dalam waktu sebulan,
tanpa disertai alasan kecuali yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Mangkir berturut-turut maupun tidak tanpa keterangan yang sah atau izin dari
atasannya.

Sengaja memanfaatkan jam kerja bukan untuk keperluan Perusahaan.

Pulang lebih dahulu sebelum jam kerja selesai tanpa keterangan atau izin atasannya
kecuali diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Mengisi atau menyuruh Karyawan lain untuk mengubah catatan pada daftar hadir untuk
dirinya atau membantu Karyawan lain mengubah catatan kehadirannya pada waktu
masuk dan pulang kerja.

Dengan sengaja melakukan demobilisasi dari project site tanpa seizin atasan.

Meninggalkan penugasan yang diberikan Perusahaan tanpa menggunakan prosedur
yang berlaku.
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aa.

bb.

CC.

Tidak memakai tanda pengenal/ badge dan ketentuan berbusana yang telah ditetapkan
oleh Perusahaan.

Mengabaikan petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan struktur organisasi.

Menolak perintah kerja yang layak dari atasan yang berhubungan langsung atau tidak
langsung dengan pekerjaannya.

Menganjurkan, membujuk, menghasut agar Karyawan bekerja tidak produktif
(menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan).

Merokok tidak pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan.

Mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang keselamatan kerja termasuk memiliki/
membawa senjata tajam dan/ atau senjata api ke tempat pekerjaan.

Melakukan perjudian atau berjudi di tempat kerja.

Membawa, mengedarkan, memiliki obat bius/ narkotika ke/ di tempat kerja, maupun
memperjual belikannya di tempat lain.

Minum minuman keras (beralkohol) atau mengkonsumsi zat yang bisa membuat
mabukbdi tempat kerja.

Membakar sampah/ bahan yang mudah terbakar yang dapat menimbulkan bahaya
kebakaran di tempat kerja atau di tempat yang telah ada tanda larangannya.

Membuat coret-coretan/ tulisan pada dinding, papan pengumuman, benda-benda lain-
lain milik Perusahaan, yang tidak sepantasnya dipandang dari sudut kesopanan.

Mengemudikan kendaraan operasional Perusahaan tanpa hak/ izin dari Perusahaan
dan/ atau meminjamkan kendaraan operasional Perusahaan kepada orang lain tanpa
izin dari Perusahaan.

Mengemudikan kendaraan operasional tanpa hak/ izin dari Perusahaan dengan akibat
terjadinya kecelakaan/ kerusakan pada kendaraan atau kecelakaan pada penumpang.

Menggunakan kendaraan operasional Perusahaan dengan mengabaikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Lalai atau ceroboh dalam melakukan tugas dengan akibat menimbulkan kecelakaan
pada orang lain, kerusakan/ kehilangan pada brang/ peralatan milik Perusahaan.

Dengan sengaja merusak barang/ peralatan yang merupakan fasilitas/ aset
Perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Mempergunakan barang/ peralatan inventaris Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

Melakukan dan/ atau mengajak/ mempengaruhi/ memojokkan Karyawan untuk
melakukan perbuatan yang tidak baik yang dapat menimbulkan keresahan, keributan
atau ganguan-gangguan lainnya di tempat kerja.

Menghina secara kasar, mengancam, menyerang atau menganiaya pimpinan
Perusahaan, atasan, bawahan, rekan kerja atau keluarganya.

Berkelahi atau menantang berkelahi dengan sesama Karyawan atau atasannya di
tempat kerja.

Menyebarluaskan Informasi yang tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, yang
berpotensi membuat keresahan di dalam atau di luar Perusahaan.

Memberikan atau menyebarkan Informasi terkait pekerjaan tim kepada pihak lain tanpa
disertai dengan secrecy agreement.
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dd. Membentuk suatu kelompok/ group/ kumpulan dalam Perusahaan yang merugikan
Karyawan lainnya dan/ atau melakukan aktivitas yang merugikan Perusahaan dan/ atau

Karyawan lainnya.
Pasal 6

Hubungan Pemimpin dan Karyawan

Setiap Karyawan yang diberi tanggung jawab sebagai pemimpin wajib:

a.

Membina dan memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan baik di dalam maupun
di luar jam kerja;

Menjadi penanggung jawab atas ketaatan terhadap peraturan termasuk Code of Conduct
ini;

Mengembangkan kemampuan baik secara individu maupun kelompok melalui program-
program pengembangan personel;

Menjelaskan dan mengkomunikasikan pandangannya kepada bawahan secara jelas serta
mudah dimengerti;

Memberikan tanggung jawab, kewenangan dan kepercayaan kepada bawahan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

Menghargai hasil kerja bawahan;
Menilai setiap hasil kerja bawahan secara obyekiif.

Penerimaan / Pemberian Hadiah

Peraturan tentang penerimaan/ pemberian hadiah diatur di dalam kebijakan No. PTRE-PL-012
tentang Penerapan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

1=

Menjalankan Bisnis di Dalam Perusahaan

Karyawan dilarang meminjamkan uang Perusahaan kepada orang lain atau Karyawan lain
kecuali hal tersebut diatur dalam aturan Perusahaan.

Karyawan dilarang melakukan kegiatan jual-beli ataupun kegiatan serupa secara langsung
yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha di dalam lingkungan Perusahaan, kecuali
dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan (Bazar, Amal, Sosial)
dan/atau diatur dalam aturan Perusahaan.

Setiap Karyawan dilarang menyewakan barang miliki pribadinya atau menjual jasa pribadi
atau perusahaan miliknya (baik itu pemasok atau subkontraktor) kepada Perusahaan baik
secara langsung maupun tidak langsung kecuali hal tersebut diatur dalam aturan
Perusahaan.

1.

Sanksi dan Hukuman

Pelanggaran atas ketentuan Code of Conduct ini termasuk kategori pelanggaran yang
dapat berakibat pengenaan sanksi hukuman disiplin dan pemutusan hubungan kerja
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sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur Perusahaan kepada yang bersangkutan
sesuai dengan tingkat dari pelanggaran disiplin.

Bentuk sanksi dan hukuman atas pelanggaran Code of Conduct Perusahaan ini diatur
sebagaimana dokumen terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Code of Conduct Perusahaan ini.

Pasal 10

Laporan Pelanggaran

Karyawan wajib melaporkan kepada Atasan atau Tim Komite Etik Perusahaan apabila
mengetahui adanya pelanggaran terhadap Code of Conduct.

Tata cara pelaporan adalah sebagaimana yang diatur di dalam kebijakan dan prosedur
tentang Pelaporan Pelanggaran.

Komite Etik Perusahaan

Komite Etik Perusahaan dibentuk dalam rangka mengembangkan etika Perusahaan sebagai
salah satu budaya perusahaan yang harus diperhatikan, dikembangkan dan diimplementasikan
dalam praktek berkorporasi sehari-hari. Tanggung jawab dan wewenang Komite Etik diatur di
dalam Surat Keputusan Direksi.

1.

Penutup

Ketentuan-ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Code of Conduct yang belum diatur
dalam peraturan ini akan ditetapkan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Rincian sanksi dan hukuman atas pelanggaran Code of Conduct ini tertuang di dalam
Lampiran.

Seluruh isi dokumen dan lampirannya serta peraturan yang terkait lainnya merupakan

ketentuan yang mengikat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Code of
Conduct ini.
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LAMPIRAN-1:

SANKSI DAN HUKUMAN
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BAB I
Kategori Pelanggaran, Sanksi dan Hukuman

Kategori Pelanggaran

Kategori Pelanggaran dibagi menjadi:

1.

Pelanggaran ringan, yaitu segala sesuatu perbuatan atau perilaku yang bertentangan
dengan peraturan Perusahaan termasuk dan tidak terbatas kepada kebijakan, prosedur,
standar, instruksi kerja serta Code of Conduct yang berakibat menurunkan disiplin, mutu,
produktivitas dan keandalan kerja, baik secara individu maupun secara organisasi, baik di
dalam maupun di luar Perusahaan.

Pelanggaran berat adalah segala sesuatu perbuatan atau perilaku yang bertentangan
dengan peraturan Perusahaan termasuk dan tidak terbatas kepada kebijakan, prosedur,
standar, instruksi kerja serta Code of Conduct yang dapat menimbulkan kerugian atau
potensi menimbulkan kerugian berupa harta benda, jiwa, dan peralatan termasuk dan tidak
terbatas kepada pencemaran nama baik Perusahaan, kerusakan moral, kesusilaan dan
pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana, masalah lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja, baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

Catatan : Kategori pelanggaran ringan baik yang tercatat maupun tidak tercatat dapat menjadi
kategori pelanggaran berat apabila pelanggaran tersebut dilakukan berulang-ulang dengan
sengaja tanpa menunjukkan adanya itikad perubahan.

k.

Sanksi dan Hukuman

Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan akan diberikan sanksi berupa:
a. teguran lisan tidak tercatat
b. teguran lisan tercatat

2. Karyawan yang melakukan pelanggaran berat akan diberikan sanksi berupa:

c. Surat Peringatan Pertama (SP1)

d. Surat Peringatan Kedua (SP2)

e. Surat Peringatan Ketiga (SP3)

Terhadap pelanggaran yang telah dikenakan sanksi SP1, Atasan terkait menyampaikan ke
Departemen HRM untuk memberikan hukuman berupa:

a. Pemotongan upah/ hari sesuai dengan jumlah hari tidak hadir dan pemotongan
terhadap uang transportasi dan uang makan sesuai jumlah hari pelanggaran, atau

b. Pembebanan ganti rugi jika menyangkut kehilangan barang atau uang, atau
Penundaan/ pembekuan tunjangan atau fasilitas yang sedianya akan diberikan, atau

d. Tambahan masa berlakunya hukuman Surat Peringatan Tertulis.

4. Terhadap pelanggaran yang telah dikenakan sanksi SP2, Atasan terkait menyampaikan ke

Departemen HRM untuk memberikan hukuman berupa:
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Penurunan gaji satu level di bawahnya, atau
Penurunan jabatan/ pangkat satu level di bawahnya, atau

c. Hukuman untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) minggu tanpa mendapat upah/
gaji, atau

d. Hukuman lebih dari 2 (dua) minggu dengan maksimum 3 (tiga) bulan diberikan 50%
(lima puluh persen) dari gaji pokok perbulan, atau

e. Penghapusan/ pembatalan pemberian bonus/ insentif/ kenaikan berkala untuk suatu
periode tertentu atas kebijaksanaan Direksi, atau

f. Pembatalan tunjangan atau fasilitas yang sudah diberikan oleh Perusahaan.

5. Terhadap pelanggaran yang telah dikenakan sanksi SP3 dapat dikenakan hukuman sesuai
dengan peraturan perusahaan yang berlaku, yang keputusannya ditetapkan oleh Direksi
setelah mempertimbangkan usul/ saran dari Tim Komite Etik Perusahaan, Departemen
HRM dan Atasan Karyawan yang bersangkutan.

BAB Ii
Kategori Teguran dan Pelaksanaannya

Teguran lisan diberikan oleh Atasan, berupa nasihat-nasihat agar pelanggaran terhadap Code
of Conduct dan peraturan Perusahaan lainnya tidak diulangi. Teguran lisan terdiri dari teguran
lisan tidak tercatat dan teguran lisan tercatat.

1. Teguran lisan baik yang tercatat maupun tidak tercatat hanya diberlakukan atas
pelanggaran ringan yaitu peraturan disiplin dan tata tertib kerja.

2. Teguran lisan tercatat dilaksanakan dengan menggunakan dokumen teguran lisan tercatat
oleh Atasannya, dan dicatatkan dalam catatan profil Karyawan yang disimpan dan
diadministrasikan oleh Departemen HRM.

3. Seluruh teguran lisan tercatat dapat dicabut atau dihapuskan oleh pejabat setara
Atasannya atau yang lebih tinggi, sepanjang Karyawan yang melakukan pelanggaran
dalam periode tiga bulan berturut-turut telah menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya
serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya secara tertulis.

4. Pencabutan terhadap pencatatan dilakukan oleh pejabat setara Atasannya atau yang lebih
tinggi dengan memberikan surat permintaan penghapusan catatan kepada Departemen

HRM, khususnya jika Karyawan yang bersangkutan dinilai betul-betul telah menunjukkan
perilaku yang sesuai dengan Code of Conduct ini.

BAB llI
Katagori Peringatan dan Jangka Waktu Berlakunya

Peringatan tertulis dilakukan oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
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. Surat Peringatan Pertama (SP1) diberikan oleh Departemen HRM atas laporan terhadap

Karyawan yang bersangkutan, pertimbangan Atasan terkait, dan pertimbangan Tim Komite
Etik Perusahaan untuk jenis pelanggaran berat yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
bulan sampai 6 (enam) bulan.

. Surat Peringatan Kedua (SP2) diberikan oleh Departemen HRM atas laporan terhadap

Karyawan yang bersangkutan, perimbangan atasan terkait, dan pertimbangan Tim Komite
Etik Perusahaan untuk jenis pelanggaran berat yang berlaku untuk jangka waktu 6 (enam)
bulan sampai 12 (dua belas) bulan.

Surat Peringatan Ketiga (SP3) diberikan oleh Departemen HRM atas laporan terhadap
Karyawan yang bersangkutan, pertimbangan Komite Etik Perusahaan, dan Direksi
Perusahaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan yang bersangkutan selama masa
berlakunya SP3 akan berakibat pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Jenis-jenis ancaman hukuman yang menyertai tiap-tiap kategori surat peringatan terdapat

pada Lampiran 2.

BAB IV
Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Menjatuhkan Hukuman

Sanksi atau hukuman administratif atau hukuman jabatan dipertimbangkan berdasarkan,
namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

Jenis pelanggaran terhadap disiplin kerja.

Ada atau tidaknya unsur kesengajaan melakukan pelanggaran.

Perbuatan pelanggaran dilakukan dengan direncanakan atau karena kelalaian.

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan merupakan pengulangan atau perbuatan serupa/
yang lain, sedangkan yang bersangkutan masih menjalani hukuman atau pernah menjalani

hukuman walaupun masa hukumannya telah kadaluarsa.

Perbuatan pelanggaran yang dilakukan bertentangan/ melawan Hukum Negara baik yang
bersifat pidana maupun perdata.

Berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

BABV
Faktor-faktor yang Meringankan Hukuman

1.

Dalam hal Karyawan belum dijatuhi hukuman dalam bentuk apapun dapat dipertimbangkan
keringanan hukuman, karena:

a. Yang bersangkutan belum pernah melakukan perbuatan melanggar disiplin atau hukum
Negara sehingga dikenakan sanksi/ hukuman administratif/ hukuman jabatan.
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b. Pernah menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan mendapat penghargaan dari
Perusahaan atau diberikan dalam bentuk kenaikan level luar biasa.

c. Pernah menyelamatkan jiwa sesama Karyawan atau teman sekerja dari ancaman
bahaya/ kecelakaan, atau menyelamatkan proyek/ tempat kerja atau peralatan
Perusahaan dari bahaya yang dapat berakibat fatal.

d. Hal-hal lain menurut pertimbangan dan wewenang Direksi, berdasarkan kepatutan
dapat dipergunakan sebagai unsur yang meringankan terhadap sanksi/ hukuman yang
akan dijatuhkan.

2. Dalam masa menjalani hukuman: Karyawan yang mendapat hukuman berupa SP1 atau

SP2 dapat diberikan keringanan/ pengampunan/ pengurangan masa berlakunya Surat
Peringatan, bilamana yang bersangkutan telah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga
masa hukuman dan selama itu yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang
melanggar tata tertib dan disiplin kerja (Code of Conduct) serta menunjukkan tingkah laku
yang dinilai baik.

Dalam hal Karyawan menginginkan keringanan hukuman, maka Karyawan serta
Atasannya harus mengisi formulir khusus yang dikeluarkan oleh Departemen HRM disertai
dengan bukti-bukti yang sah.

BAB VI
Hal-hal yang Dianggap Kebenaran Materil

Kebenaran materil mengandung arti bahwa sesuatu pengenaan sanksi/ hukuman
administrative/ jabatan dilakukan secara obyektif. Untuk mendukung kebenaran materiil dan
obyektivitas, maka Perusahaan membentuk Tim Komite Etik yang diatur dalam Surat
Keputusan Direksi dengan kriteria untuk anggota Tim adalah sebagai berikut:

1.

Mampu dan dapat melakukan penilaian secara obyektif terhadap semua kasus (tidak boleh
memihak dan atau conffict of interest).

Secara struktural/ organisasi minimal setingkat levelnya dengan yang diberi sanksi.

Obyektivitas dapat dijamin berdasarkan suatu keyakinan bahwa suatu perbuatan
pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh Karyawan, harus dikuatkan
dengan pembuktian yaitu: kesaksian, keterangan, pengakuan, masukan tim khusus (untuk
kasus tertentu), bukti-bukti tertulis lainnya, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Sanksi/ hukuman administratif/ jabatan harus setimpal dengan perbuatan pelanggaran tata
tetib dan disiplin kerja (Code of Conduct), karenanya sanksi/ hukuman yang diberikan tidak
harus berurutan seperti tercantum dalam Pasal 2 di atas.

BAB VII
Kewenangan atas Teguran, Peringatan dan Penjatuhan Hukuman

il

Sanksi/ hukuman “TEGURAN?” dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Bab Il dan Bab lIl.
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2. Sanksi/ hukuman “PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA” keputusannya ditetapkan oleh

Direksi setelah mempertimbangkan usul/ saran dari Tim Komite Etik, Departemen HRM
dan Atasan Karyawan yang bersangkutan.

BAB Vil
Prosedur Pernyataan Keberatan atas Hukuman

1.

Karyawan yang dijatuhi sanksi/ hukuman Surat Peringatan maupun sanksi yang
memperberat dan/ atau sanksi Pemutusan Hubungan Kerja seperti dimaksud di atas dapat
mengajukan keberatan atas hukuman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
setelah sanksi/ hukuman ditetapkan.

Jika berkeberatan atas hukuman yang dijatuhkan, Karyawan yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan secara tertulis, dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh
Departemen HRM, yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah bahwa fakta-fakta yang
dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi/ hukuman sebagian atau seluruhnya tidak
menyakinkan tentang kebenaran materil.

Keberatan tidak bisa diterima bilamana jangka waktu tersebut diatas ini telah kadaluarsa
sehingga keputusan atas sanksi/ hukuman dinyatakan sebagai keputusan yang tetap.

Berdasarkan pengkajian terhadap bukti-bukti yang sah, fakta-fakta dan data-data yang
diajukan oleh yang bersangkutan atau yang digunakan oleh Departemen HRM bersama-
sama Atasan sebagai bahan-bahan pembuktian, maka keputusan atas sanksi/ hukuman
dapat dipertimbangkan untuk dibebaskan atau dikurangi jika:

a. Sanggahan yang bersangkutan cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan ternyata
tidak bersalah;

b. Keputusan dapat diubah dengan sanksi/ hukuman yang lebih ringan jika sanggahan
yang bersangkutan sebagaian cukup menyakinkan kebenarannya;

c. Keputusan tetap tidak berubah seperti yang telah ditetapkan, bilamana sanggahan
yang diajukan tidak meyakinkan kebenarannya;

d. Keputusan dapat diubah dan ditambah dengan hukuman yang lebih berat apabila di
kemudian hari ditemukan fakta-fakta baru, yang menambah unsur-unsur perbuatan
pelanggaran disiplin dan tata tertib kerja (Code of conduct).

BAB IX
Jenis-jenis Pelanggaran Hukum Negara

Pasal 10

Semua Perbuatan, tindakan atau pelanggaran yang berakibat kepada tuntunan pidana
terhadap Karyawan maupun terhadap Perusahaan baik secara langsung maupun tidak
langsung yang telah memiliki keputusan tetap oleh pengadilan, dijatuhi hukuman pemutusan
hubungan kerja. Perbuatan tindakan dan pelanggaran dimaksud termasuk dan tidak terbatas
pada:

e

Secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan antara
lain:
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e.

Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen
Peraturan perundang-undangan tentang Keselamatan Kerja
Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan

Peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengajak atau mendorong pimpinan Perusahaan, atasan, rekan kerja atau bawahannya
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang-an
atau merugikan Perusahaan.

Perbuatan/ tindakan lainnya yang termasuk perbuatan kriminal/ pidana sebagaimana diatur
dalam kitab undang-undang hukum pidana dan peraturan lainnya yang dapat diancam
hukuman penjara.

BAB X
Hal-hal yang Menjadi Pengecualian Terhadap Peraturan ini

Seluruh aturan yang tercantum dalam Code of Conduct ini tidak berlaku kepada Karyawan
yang melakukan pelanggaran berat maupun ringan karena adanya:

ik

Force majeur, yaitu keadaan kahar yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan.

2. Keterpaksaan yang nyata-nyata karena tekanan atasan,

Keterpaksaan karena ketiadaan dan/ atau kesalahan aturan, kebijakan, prosedur, standar,
instruksi kerja, panduan kerja, dan prinsip-prinsip yang dapat dianalogikan dengan
tindakan pelanggaran.
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LAMPIRAN-2:

PENYELARASAN TATA NILAI PERUSAHAAN DENGAN
KODE ETIK PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
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